GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

PROVINSI JAMBI TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAMBI,

. bahwa rencana Pembangunan jangka panjang

Provinsi Jambi merupakan suatu arahan dan
pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan
di daerah baik bagi Pemerintah , Pemerintahan
daerah maupun masyarakat;

. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor &8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dalam hal terjadi perubahan yang
mendasar, maka rencana pembangunan daerah
dapat diubah;

. bahwa perlu diadakan penyesuaian Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jambi dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6
tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun
2005-2025;



Mengingat

2-

Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra
tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat
Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), secbagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663});

Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinta
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009
TENTANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2005-2025 (LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 6} diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi:

Pasal 2
Jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam kurun waktu
20 (dua puluh) tahun (2005-2025), dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV VISI DAN MIS!I DAERAH
BAB V ARAH KEBILJAKAN
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal : 1 Scptember 2016,

GUBERNUR JAMBI,

-

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 scptember 2016.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. RIDHAM PRISKAP, , MH, MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR ¢



